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PUTUSAN
Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.LLG

ar—a ) Cpaa ) & A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat

antara:

PENGGUGAT BINTI XXX. R, nomor induk kependudukan XXX, umur 32 tahun,
agama lIslam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di XXX, RT 02, Kelurahan XXX,
Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera
Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT BIN XXX, nomor induk kependudukan XXX, umur 33 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Dusun Il XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari itu juga dengan register perkara
Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.LLG, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
tanggal 07 Desember 2013 M bertepatan 3 Sapar 1435 H di hadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,
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Kabupaten Musi Rawas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX. Buku
nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten
Musi Rawas, tertanggal 07 Desember 2013;

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status
Tergugat adalah Jejaka, pernikahan tersebut berwali nikah XXX. R (Ayah
kandung) Penggugat, dengan mas kawin 10 (Sepuluh) gram emas 24Kk,
dibayar tunai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat. Terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua
Tergugat yang beralamat di Dusun Il XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama
kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, kedua nya telah berhubungan badan
sebagaimana hubungan suami dan istri;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat
mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :

a. XXX bin Tergugat, nomor induk kependudukan XXX, tempat dan
tanggal lahir Musi Rawas 30 Desember 2014, umur 9 (Sembilan) tahun,
anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;

b. XXX binti Tergugat, nomor induk kependudukan XXX, tempat
dan tanggal lahir Musi Rawas 19 Juli 2022, umur 1 (Satu) tahun, anak
tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
secara terus pada bulan Januari 2023, kemudian memuncak dan tidak bisa
diatasi lagi pada tanggal 29 Oktober 2023;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut adalah :

a. Bahwa Tergugat suka berjudi online (judi slot) dan Tergugat
juga mengonsumsi Narkoba (sabu);
b. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan
Penggugat serta anak-anaknya contoh seperti anak Penggugat dan
Tergugat sedang sakit Tergugat tidak mau mengantarkannya kerumah
sakit dengan alasan ada urusan lain;
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8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua nya yang
beralamat di XXX, RT 02, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten
Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah
selama kurang lebih 6 (Enam) bulan. Tergugat tetap tinggal di rumah milik
orang tua Tergugat;

10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin
terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap
istri;

11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah
tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara
Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan
lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas
Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat bin XXX, terhadap
Penggugat Penggugat binti XXX. R;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

SUBSIDER ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim
yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama
Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. tanggal 12 Juni 2024, ternyata mediasi dinyatakan
berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat,
kecuali beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 3 tidak benar, dan yang
sebenarnya adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
kediaman bersama di XXX;

2. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 7.1 tidak benar, karena
itu merupakan peristiwa masa lalu dan saat ini Tergugat sudah tidak pernah
melakukannya lagi;

3. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 7.2 tidak benar, dan
yang sebenarnya adalah Tergugat datang 1 jam kemudian ke rumah sakit
dan membayar biaya rumah sakit;

4, Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 10 tidak benar, dan yang
sebenarnya adalah Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak anak,
namun tidak diterima oleh Penggugat, kemudian dititipkan kepada Ayuk
Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan
Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada jawaban semula;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Tergugat Kabupaten Musi

Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXX Tanggal 07 Desember 2013.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, RT 02, Kelurahan

XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera

Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 07 Desember 2013 di Tergugat Kabupaten Musi Rawas Provinsi
Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- XXX bin Tergugat, nomor induk kependudukan XXX,
tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 30 Desember 2014, umur 9
(Sembilan) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;

- XXX binti Tergugat, nomor induk kependudukan XXX,
tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 19 Juli 2022, umur 1 (Satu)
tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

sejak Januari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar;
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- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat
tidak terbuka masalah keuangan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak
bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di XXX, RT 02, Kelurahan XXX, Kecamatan
XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 07 Desember 2013 di Tergugat Kabupaten Musi Rawas Provinsi
Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- XXX bin Tergugat, nomor induk kependudukan XXX,
tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 30 Desember 2014, umur 9
(Sembilan) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;

- XXX binti Tergugat, nomor induk kependudukan XXX,
tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 19 Juli 2022, umur 1 (Satu)
tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

sejak Januari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar;
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- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat
tidak terbuka masalah keuangan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak
bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii bantahannya, Tergugat telah
mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. XXX bin XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Il XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 07 Desember 2013 di Tergugat Kabupaten Musi Rawas Provinsi
Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- XXX bin Tergugat, nomor induk kependudukan XXX,
tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 30 Desember 2014, umur 9
(Sembilan) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;

- XXX binti Tergugat, nomor induk kependudukan XXX,
tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 19 Juli 2022, umur 1 (Satu)
tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak
tinggal serumah lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar;
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- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Kketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak
bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan |bu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai ibu kandung Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 07 Desember 2013 di Tergugat Kabupaten Musi Rawas Provinsi
Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- XXX bin Tergugat, nomor induk kependudukan XXX,
tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 30 Desember 2014, umur 9
(Sembilan) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;

- XXX binti Tergugat, nomor induk kependudukan XXX,
tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 19 Juli 2022, umur 1 (Satu)
tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak
tinggal serumah lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak
bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
tetap kepada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim terlebih dahulu
akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat,
yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang
berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode (P.1) yang
diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tertulis ini
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang
cukup sesuai dengan ketetuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah m
emenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode (P.1) ini
adalah merupakan bukti otentik yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yan
g relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni tent
ang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya
bukti tertulisini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga
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bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah
dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan
hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai
hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai
legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap
Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-
sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan
ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana
diatur dalam Perturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah
dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor
632/Pdt.G/2024/PA.LLg. ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian;
Tentang Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat,
kecuali beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 3 tidak benar, dan yang
sebenarnya adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
kediaman bersama di XXX;
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2. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 7.1 tidak benar, karena
itu merupakan peristiwa masa lalu dan saat ini Tergugat sudah tidak pernah
melakukannya lagi;
3. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 7.2 tidak benar, dan
yang sebenarnya adalah Tergugat datang 1 jam kemudian ke rumah sakit
dan membayar biaya rumah sakit;
4, Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 10 tidak benar, dan yang
sebenarnya adalah Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak anak,
namun tidak diterima oleh Penggugat, kemudian dititipkan kepada Ayuk
Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan
Penggugat;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatan semula;
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada jawaban semula;
Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan
hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg
(Rechtreglement Buitengewesten) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak
atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau
peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian
maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang
hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis) dari ketentutan
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yang bersipat umum (lex generalis) yakni Pasal 172 ayat 1 Rechtreglement
Buitengewesten(R.BQ);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1
Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2
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Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Mnimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan bukti 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa 2 saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat
Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. 2 Saksi
Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, tidak mengetahui peristiwa pertengkaran dan penyebabnya yang
terjadi antara Penggugat dan Tergugat. 2 saksi Tergugat hanya mengetahui
peristiwa pisah antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berjalan
selama 6 bulan, dan keduanya pernah didamikan oleh saksi akan tetapi tidak
berhasil, oleh karena itu keterangan 2 saksi tersebut tidak dapat mebuktikan
dalil bantahan Tergugat dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga dalil bantahan Tergugat harus
dinyatakan tidak terbukti, sehingga oleh karenanya patut untuk
dikesampingkan;

Fakta Hukum
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang
menikah secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor
XXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXX, Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 07 Desember 2013;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
a. XXX bin Tergugat, nomor induk kependudukan XXX,
tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 30 Desember 2014, umur 9
(Sembilan) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
b. XXX binti Tergugat, nomor induk kependudukan XXX,
tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 19 Juli 2022, umur 1 (Satu)
tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari
2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan
bertengkar;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 bulan dan selama itu pula
keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan
kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati
Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
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Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4, Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
tweespalt);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu
perbuatan yang melawan hukum;
Pertimbangan Alasan Perceraian
Aspek Yuridis
Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah
keuangan dan telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 6 bulan
sampai sekarang;
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seoran gpria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu
unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang
kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan

adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga
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kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang
didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera
rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan
perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 33
Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terungkap
fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan,
yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
hingga saat ini, serta telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun
kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi
jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling
mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia
memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan
antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hal
mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak perduli satu
sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum
yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa
"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah
terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil
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membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus,
hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juntco Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juntco Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai
dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama 6 bulan
sampai sekarang tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan
tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga
untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu
Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-
benar berada dalam perselisihan yang tajam (syiqogun baid) sehingga
keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya
seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan
Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri
sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan
Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurusi
antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan
rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk tercapai
dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis
Hakim adalah sutau hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap
dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduan
ya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurusi antara satu dengan yang lain,
maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat,
baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak
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Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam
masyarakat dimana meraka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga
dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu
dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya
hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana
Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai
sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata
Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah
tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat secara sadar melakukan pisah
rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor
1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan
Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-
masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai
dengan Penggugat, namun hal sebaliknya justru ditunjukan oleh Penggugat
yang sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga apabila
tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, madharat atau
mafsadat daripada maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan
dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib
didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan
Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat
dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil

syar’i Kaidah Fighiyyah yang berbunyi :
mlaal la e adia acldalle ja

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil

kemaslahatan”
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Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau
mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang
demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang
bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam

kitab al-Asybah wa al-Nadhair, halaman 7, yang berbunyi:

oo Vg 0 Y
Artinya : Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan
madharat.
Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak,
sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan
mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat;
Menimbang bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil
syar’i termaktub dalam Kitab Figh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

6 el plgs azo glhiwu Lo Ly zo Lol azg il casol sl
leilln 3iu>s oratll iolall o il o L oz Logliol o
logins )oY o€ e all e 13] assl asll uolall

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi
untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk
memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu
hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan
dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syar’i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk
mengetengahkan pendapat fugaha yang termaktub dalam kitab Ghoyatul

Marom yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam

memutus perkara ini yakni:
aills uola)l ade gl gz o) azg )l ast, pac il Olg
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“Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah
Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk
membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di
atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) dan tidak ada harapan
lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula,
sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang
kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh
karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Kesepakatan Perdamian Sebagian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari
tentang kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh Penggugat dan
Tergugat sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator Nomor:
632/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 12 Juni 2024, maka selanjutnya Majelis Hakim
akan menguatkan kesepakatan perdaian sebagian tersebut sebagaimana
termuat dalam amar putusan a quo;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka karena perkara ini di bidang perkawinan maka kepada
Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagai
mana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT BIN
XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT BINTI XXX. R);
3. Menetapkan Tergugat (TERGUGAT BIN XXX) sebagai pemegang

hak asuh (hadhanah) atas anak bernama XXX BIN TERGUGAT, nomor
induk kependudukan XXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 30
Desember 2014, umur 9 (sembilan) tahun;

4, Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT BINTI XXX. R) sebagai
pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak bernama XXX BINTI
TERGUGAT, nomor induk kependudukan XXX, tempat dan tanggal lahir
Musi Rawas 19 Juli 2022, umur 1 (satu) tahun;

5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat
berupa nafkah anak bernama XXX BINTI TERGUGAT, nomor induk
kependudukan XXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 19 Juli 2022,
umur 1 (satu) tahun sejumlah minimal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak
tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ya
ng berjumlah Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Badrudin, S.H.I., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. dan Fighan Hakim,

S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
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dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Armi Herawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Badrudin, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
TTD TTD
Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. Fighan Hakim, S.H.l.

Panitera Pengganti

TTD

Armi Herawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran ] Rp.  30.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp. 900.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp.  10.000,00

Jumlah Rp. 1.070.000

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)
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